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BUPATI BUTON 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG 
DIBIAYAI DARI DANA DESA DI KABUPATEN BUTON 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

a. bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan 
untuk mendanai penyelenggaraan pernerintahan, 
pelaksanaan pernbangunan, pernbinaan kemasyarakatan 
dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan 
dalam penganggaran Dana Desa di Kabupaten Buton; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Pasal 37 ayat (I) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana 
Desa, Bupati menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan 
Dana Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang 
Dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Buton Tahun 
Anggaran 2022; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua alas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539). sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 ten tang 
Desa (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia 
Norn or 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 260); 
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11 l'rrn1ur1111 MPntt•ri Dalnm Nr-ge-ri Nnrnor 114 Tahun 2014 
tentnng Pcdornnn Pe-mbnugunnn l)C'HII (l�<'ritH Negara Rrpul1llk 
Indonesia Tnhun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menlcri Dalarn Negeri Nomor 44 Ta h u n 201fi 
tcntang Kewenangan Desa (Bcrita Negara Repuhlik lndoncaia 
Tahun 2016 Nomor I 037); 

13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Serita Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan l(euangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transrnigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Musyawarah Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Norn or 1203); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transrnigrasi Nomor 18 
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan 
Masyarakat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1569); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 

20. Peraturan Daerah l(abupaten Bu ton Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Pckok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 
107); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 
I 12); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Buton Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tahun 2022 Nomor 178); 
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23. Pcraturan Bupali Buton Nomor 12 Tahun 2020 lcnlang THIH 
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dcsa (Fl<'riln Dar-rnh 
Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 297); 

24. Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2022 teniang Daftsu­ 
J<ewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul clan 
J<ewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Daerah Kabupatcn 
Bu ton Tahun 2022 Nomor 379); 

MEMUTUSJ<AN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEl<NIS 
PELAJ<SANAAN J<EGJATAN YANG DIBJAYAI DARI DANA DESA 
DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
pelaksanaan urusan pernerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Buton. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang rnerniliki batas wilayah ya11g 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pernerintahan, kepentingan masyarakat seternpat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl atau 
hak traclisional yang diakui dan dihormati dalarn sisrcm 
pcmerint.=than Negara Kesatuan Republik lndonesia. 

7. Pemcrintah Desa arlalah Kepala Desa atau yang discbut 
dcngan narna lnin dibant u pcrangkat Desa sebagni unsur 
pcnyelcnggara pcmc rintahan Desa. 

memimpin 
menjadi 
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8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkal 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggolanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

I 0. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu! adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. 

11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Oesa yang 
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 
selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah rnusyawarah 
antara BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan 
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan 
Dana Desa. 

J 7. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tan pa 
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, 
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli 
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan 
Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

J 8. Sadan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 
Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
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19. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan 
rnasyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, 
yang bersifat produktif dengan mengutamakan pernanfaatan 
sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk 
memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

20. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa adalah kegiatan 
pernberian bantuan langsung berupa dana tunai yang 
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima 
manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan 
melalui musyawarah Desa. 

21. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh 
faktor non alam yaitu Corona virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan 
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonorni, 
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. 

22. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang 
tetap produktif di tengah Pandemi COVJD-19 dengan 
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan 
menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir. 

23. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional 
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 
tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di 
tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. 

24. Kementerian adalah kementerian yang urusan pemerintahan 
di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan 
transmigrasi. 

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan 
tertinggal, dan transmigrasi. 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi: 
a. Pemerintah Daerah dalam rnelaksanakan: 

1. kebijakan nasional stabilisasi keuangan Daerah dalam 
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
sistem perekonomian Daerah dan/ atau stabilitas sistem 
keuangan; 

2. pernantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, 
pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana 
Desa; dan 

3. fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status 
perkembangan Desa; 

b. Pemerintah Desa dalam rnelaksanakan: 
I. kebijakan nasional stabi!isasi keuangan Daerah dalam 

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
sistem perekonomian Daerah dan/atau stabilitas sistem 
keuangan; 

urusan 
daerah 



- 7 - 

2. fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status 
perkembangan Desa; dan 

3. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam 
kegiatan perencanaan pembangunan Desa. 

Pasal 3 
( 1) Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari 

Dana Desa Tahun 2022 dirnaksudkan untuk memberikan 
arahan dalam pelaksanaan kegiatan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2022. 

(2) Pedoman teknis kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. prioritas Penggunaan Dana Desa; 
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; 
c. publikasi dan pelaporan; dan 
d. pembinaan. 

BAB II 
PRIORITAS PENGGUNMN DANA DESA 

Pasal 5 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 disusun 
berdasarkan prinsip: 
a. kemanusiaan; 
b. keadilan; 
c. kebinekaan; 
d. keseimbangan alam; dan 
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa. 

Pasal 6 
(I) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan 
kewenangan Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan 
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: 
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam 

sesuai kewenangan Desa. 
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Pasa I 7 
( 1) Pcnggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasionaJ 

scsuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian 
SDGs Desa meliputi: 
a. penanggulangan kerniskinan, untuk mewujudkan Desa 

tanpa kemiskinan; 
b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan 

kapasitas pengelolaan BUM Desa, BUM Desa bersama 
untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan 

c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonorni 
produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa, BUM 
Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan 
produksi Desa sadar lingkungan. 

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional 
sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian 
SDGs Desa: 
a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, 

dan pengelolaan teknologi infonnasi dan komunikasi 
sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 
pembangunan Desa; 

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan 
ekonomi Oesa merata; 

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk 
mewujudkan Desa tanpa kelaparan; 

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan 
sejahtera; dan 

e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan 
keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam 
pembangunan Desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan 
bencana alarn dan non alam sesuai dengan kewenangan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 
a. mitigasi dan penanganan bencana alarn; 
b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan 
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa. 
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB 111 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 8 

(I) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibahas dan disepakati 
dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. 



(2) MuNVAWArnh Dcsa ?-1rhng::11mAnfl cl1m11ksud pad a nynt (I) 
mcnghastlknn kcscpukatan mcngcnai Pnoritas Penggunaan 
Dnnn Dcec yAng dituangkan dalam berita acara. 

(3) Bcrita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
pcdornan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan 
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa. 

(4) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan mengikuti tahapan 
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal 
pedoman um um pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

Pasal 9 
(I) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan 

pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan 
mendayagunakan sumber daya lokal Desa. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diutamakan 
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. 

(3) Pendanaan Padat Karya Tonai Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 
50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya 
Tunai Desa. 

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan 
kapasitas masyarakat dilakukan melalui. swakelola oleh 
Desa atau badan kerja sama antar Desa. 

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana 
pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 
(I) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (I) dapat 
dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau 
kerja sama desa dengan pihak ketiga. 

(2) Kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa 
dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau 
kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal I I 

(I) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilakukan dengan cara: 
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a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa; 

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; 
c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan 

dalarn dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 
d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa. 
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan 

masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa. 

Pasal 12 

( 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP 
Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) disusun berdasarkan: 
a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa; 
b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan 
c. aspirasi masyarakat Desa. 

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pedoman 
dalam penyusunan APB Desa. 

BABlV 
PUBL!KASI DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Publikasi 

Pasal 13 
( 1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
(2) Publikasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. hasil Musyawarah Desa; dan 
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, 

dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas 
Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. 

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi 
kegiatan, dan besaran anggaran. 

Pasal 14 

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan 
di ruang pu blik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif. 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan 
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampa.ikan 
teguran lisan dan/atau tertulis. 
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Bagi an Ked ua 
Pelaporan 

Pasal 15 
(I) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui 
Kernen terian. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dapat 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan 
sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian. 

(31 Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
dilakukan paling lama 1 (satu] bulan setelah RKP Desa 
ditetapkan. 

BAB V 
PEMBINAAN 

Pasal 16 
(II Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, 

pernantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 
secara berjenjang. 

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dapat 
dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mem bidangi 
urusan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau camat. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat 
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak 
ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17 
Dalam ha! terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas 
Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 
Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten Buton. 

pad a tanggal 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Pasarwajo 
Febr""ri 2022 

UTON, 

c 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 3 TAHUN 2021 
TANGGAL 
TENTANG 

.ly FFBl!.LIAA/ 2022 
PEDOMAN TEKNIS PELAl<SANAAN l<EGIATAN YANG DI BIAYAI 
DARI DANA DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 
2022 

PEDOMAN TEl(NIS 
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

BAB I 
l<ETl':NTUAN UMUM 

A Latar Belakang 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Lelah mernmbulkan korban jiw a. clan 
kerugian matenal yang sernakm besar, sehingga berrrnphkasr pada aspek 
sosial, ekonomi, dan kcsejahteraan masyarakat Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan Covrd-LS 
Kegtatannya berupa Desa tanggap Covrd 19, Padal Karya Tuna, Desa. clan 
Bantuan Langsung Tonai Dana Desa. Se l anjumya, untuk memperkuat 
adaptasi kebiasaan baru dan pernuhhan ekonorr» d1 Desa. penggunaan Dana 
Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiaya, Desa Aman COVID-19 
dan Padat Karya Tonai Desa (PI<TD) untuk pernberday aan ekonom, Desa 
melalui BUM Desa 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman 
sosial, Desa Aman Covid-LS dan pemuhhan ekonomt nasional ,: ang 
mencakup sektor strategis nasional Sektor strategis nasronal anlara lain 
mehpuu komurukasi, panwisata, pencegahan stunLing, Desa mklusif. dan 
rruugasi dan penanganan bencana 

B Tujuan 
1 Memberikan arah Pnoritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk 

pernuhhan ekcnorru nasional. program pnontas nasional, dan rruugas: 
dan penanganan bencana alam clan nonalam untuk mendukung 
pencapa,an SDGs Desa 

2 Mengatur Pnoritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Pnontas 
Penggunaan Dana Desa, pubhkasi dan pelaporan, serta pernbmaan. 
pernamauan. dan evatuasi Pnoruas Penggunaan Dana Desa 

C Prinstp-Pnnsrp 
Pnontas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada pnnsip 
I Kernan usraau adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan mart abat 

rnanusia, 
2 Keadrlan adalah pengutamaan pemenuhan hak clan kepen ungan seluruh 

warga Desa tanpa membcda-bedakan, 
3 Kebhmekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap 

keanekaragarnan budava dan keanfan loka! sebagar pernberu uk 
kesalehan sosial berdasarkan rular-rular kernanusraan u ruver sal. 

4 Keserrnbangan alan, aclalah pengutamaan perawruan burru v ang lestari 
untuk kebertanjuran kehrdupan man usta, clan 

5 Kebijakan strategrs nasional berbasis kew enangan Desa sebagaimana 
tertuang drdalarn Rencana Kerja Pemermtah tahun 2022 dengan tetap 
memperhaukan ke,,enangan Desa 
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BAB 11 
PRIORITAS PENGGUNAAN IJANA Di':SA 

untuk pemulihan ekonorm nasronal 

Desa Lan pa untuk mewujudkan 

A. Sesuai KeY. enangan Desa 
Pnontas Penggunaan Dana Desa 

sesuai kewenangan Desa meliputi: 
I_ penanggulangan kem,skinan, 

kerruskman , rnelalui . 

a penurunan beban pengeluaran antara lain pembenan bantuan 
sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan 
sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel. 

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKMJ, pengembangan ekonomi lokal, 
penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa. 

c, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan 
meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai 
kewenangan Desa antara Jain membangun/mengembangkan Pos 
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas 
antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha 
tani, jembatan sesuai kewenangan Desa. 

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan 
BUM Desa/BUM Desa bersama unruk mewujudkan ekonomi Desa 
tumbuh merata, mencakup: 
a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 
b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 
c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; 

dan 
d. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama 

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
IJ pengelolaan hutan Desa; 
2J pengelolaan hutan adat; 
3J pengelolaan air rninum; 
4J pengelolaan pariwisata Desa; 
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); 
61 pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove 

dan wisata edukasi); 
7J pelauhan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; 
BJ pelatihan pembenihan ikan; 
9J pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan 
lOJ Pengelolaan sampah. 

e kegiatan lainny a untuk mewujudkan pernbentukan. pengembangan, 
dan penmgkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM 
Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3 memm,malkan wtlayah kantong kemiskinan dengan 
menmgkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai 
kewenangan Desa antara lain membangunjmengembangkan Pos 
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 
Pendidtkan Anak Usia Dini (PAUDJ,meningkatkan konektivitas antar 
\\ ilav ah Desa antara lain membangun jaJan Desa, jalan usaha taru, 
jernbatan sesuai kewenangan Desa. 
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3. Pembangunan den pcngcmbangan usaha ckonomi produktif. 
a. bidang pertanian, pcrkebunan, peternakan danj atau perikanan 

yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa danj atau perdesaan; 

b. bidang jasa serta usaha industri keeil dan/ atau industri rumahan 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan Desa dan/ atau perdesaan; 

e. bidang sarana/ prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/ 
atau perdesaan; 

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan 
sosial; 

e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan; dan 

f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 
produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa 
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan 
Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa 
meliputi: 
1. Pendataan Desa 

a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa; 
b. pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
e. pendataan pada tingkat ke I uarga; 
d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan 
e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa 

a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
e. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang 

sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 

a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang 
disediakan oleh Pemerintah; 

b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; 
dan 

c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi 
berbasis aplikasi digital meliputi: 
I) tower untukjaringan internet; 
2) pengadaan komputer; 
3) smartphone; dan 
4) langganan internet. 

d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

4. Pengembangan Desa wisata 
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Desa wisata; 
b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis 

digital; 
e. pelatihan pengelolaanDesa wisata; 
d. pengelolaan Desa wisata; 
e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan 
f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
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5. Periguatan kctahnnan pangan nahati dan hewani 
a. pcngernbnngan usaha pcrlanian, perkebunan , pt-rhuranan. 

peternakan dan/ atau perikanan; 
b. pembangunan lumbung pangan Desa; 
c. pengolahan pasca panen; dan 
d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
6. Pencegahan stunting di Desa 

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan 
menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker 
(e-HDW); 

b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui 
rumah Desa sehat; 

c. peningkatan Jayanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan 
anak melalui kegiatan: 
1) kesehatan ibu dan anak; 
2) konseling gizi; 
3) air bersih dan sanitasi; 
4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan 

menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan 
administrasi kependudukan; 

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD)dan Bina Keluarga Balita (BKB); 

6) upaya pencegahan perkawinan anak; 
7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa 

untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam 
rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu 
hamil, balita dan anak sekolah. 

8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), 
kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 
dan 

9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) , 
kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD)yang menjadi kewenangan Desa. 

7. Pengembangan Desa inklusif 
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: 

perempuan, anak, Janjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, 
penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin. 
dan kelompok rentan lainnya; 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 
marginal dan rentan; 

c. pernberian bantuan hukum bagi kelompok marginal clan rentan: 
d. penguatan nilai-nilai keagamaan clan kearifan lokal untuk 

membentuk kesalehan sosial di Desa; dan 
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
O. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan 

kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan 
penanganan bencana alam dan nonalam meliputi: 

J. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengaclaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana 
penanggulangan bencana alam danl atau kejadian luar biasa lamnya 
sesuai dengan kewenangan Desa yang anlara lain: 
a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)di Desa 
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c. PJl\'.untuk br-nr-auu. 
cl pe-mlmngunnn 1nlH11 e-vnk unst. 
(' pr-nv rd uut n pC'11 u n ju k jn I u r c·vnk u n s1, 
f. kcgiatan lnllAAHJl dnrurut bcncana ulnru: 
�· pcnve-diann tempat pcngungsiun, 
h pcrnlx-rsihan lingkungan pc-t umuhnu ya11g ttrke-nu bcncana ala m, 
1. rehabilitasi dau rckcustruksi liugkuugnn pc·, umnhan yang tcrkr-na 

bcncana alam: clan 
j. sarana prasarnnu untuk J>l'lla11ggul:.u1ga11 bcncuna yang lamnya scsuai 

dengan kcwcnangan l)rsu dnn c\iputuskan dalarn ,nusyawarah Dcsa 
2. Mitigasi clan pcnungannn lx-m-anu nonuhun 

a. Desa Aman COVIi) 
1 J Pcnggunaan Dunu IJt'sn untuk mr-ndukung ak.si !)csa Amari 

COVIIJ l<J aniara lain : 
a) mcmbcm uk l'os ,Jaga Dcsa a1au mcrnbcrdayakan Pos Jaga 

Desa yang tclah uda; 
b) sosialisasi dan cdukasi adnptasi kcbiasaun Uaru clan pcncrapan 

sccara kct at protokolkcschutan: 
c) pcmbcfian rnaskcr-, vitamin dan obat scsuai arahan Satgas 

COVID-19 l(abupatcn bagi warga kurang mampu, serta 
kcbutuhnn lainnya ya111i dipu1 uskan dalam musyawarah Desa 
lc.husus/rnusya\varah Dcsa insidental: 

d) menyiapkan tcmpat cud tangan <lanl atau cairan pembersih 
tangan [hand sanitizer); 

e) melakukan pcnycmprotan cairun disinfektan sesuai keperluan; 
D menyiapkan dan/atau mcrawal ruang isolasi Desa agar 

sewaktuwaktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 
g) memfasililasi kcbutuhan logislik warga kurang mampu yang 

sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah danl atau 
ruang isolasi Desa; 

h) melakukan monitoring clan evaluasi secara rutin dan 
melaporkannya kepada Saluan 'l'ugas Penanganan COVID- l 9 
Daerah: dan 

i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19. 
2) Re la wan Dcsa Aman COVI D-19 Relawan Desa arnan COVI D- l 9 

dengan struktur sebagai bcrikut: 
a) ketua: kepala Desa 
b) wakil: ketua BPD 
c) anggota: 

l , pcrangkat Desa; 
2. anggoia BPD; 
3. kcpala dusun atau yang setara: 
4. kctua rukun warga; 
5. ketua rukun tetangga; 
6. penclamping lokal Dcsa; 
7. pendamping Program Keluarga 1-larapan (Pl(l-1); 
8. pcndarnping Desa sehat; 
9. pendarnping lainya yang berdornisi!i di Desa; 

10. bid an Dcsa: 
I 1. tokoh agama; 
12. iokoh adar; 
13. tokoh rnasyarakat: 
14. karang taruna; 
15. Pernberdayaan Kesejahtcraan l(eluarga (Pl(l();clan 
16. l(ader Pernberdavaan Masyaralrnl Desa (KPMD). 
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3) Mitra 
a) bhayangkara pr-rnlnna kcamnnnn clan kr-tr-ruban maxyura knt 

(Babinkamlibmas) ; 
b) bintara pembina Dcsa (Babinsa); dan 
c) pendamping Desa. 

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19 : 
a) melakukan edukasi dan sosialisasi Lentang adaptasi kebiasaan 

baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol 
kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak , rnencuc: 
tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan 
menghindari kerumunan; 

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang Lua, balita, 
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, 
dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang 
berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait 
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun 
daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan 

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 
menyediakan tempat cuci tangan danl atau cairan pembersih 
tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 

d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar 
sewaktuwaktu siap digunakan ketika dibutuhkan 

e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, 
serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona 
Virus Disease (COVJD- J 9); 

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu 
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah danl atau 
ruang isolasi Desa; dan 

g) menyediakan inforrnasi penting terkait dengan penanganan 
COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor 
telepon ambulan, dan lain-lain; 

3. bencana non alam Iainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan melalui musyawarah Desa. 

BAB III 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Kewenangan Desa 
I. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa 

mengatur qmengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Desa. 

2. Apabila Desa tidak memiliki Peraturan Desa mengatur mengenai 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal-Usu) dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

3. Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal-Usu) dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap 
dapat menentukan Prioritas Pepggunaan Dana Desa sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Bupati ini. 
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B. Swakelola 
1. Program dan/ atau kegialan yang clipia_vai dcngan Dana f)csa lnu-us 

dilaksanakan secara swakelola olch Ocsn scsuai kcicntuan Pcrruurnn 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tcrtinggal clan Trnnsmigrasi Nornor 
21 Tahun 2020 tentang Pedornan Urnum Pcmbaugunan Dcsa <Inn 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Dcsa dapat 
melakukan pengadaan barang jasa scsuai kctentuan pcrat urnn 
perundang-undangan ten tang pengaclaan barang clan jasa di Dcsa. 

3. Kegiatan pengernbangan kapasitas rnasyarakat pesa yang didnnai Dana 
Desa dilaksanakan secara swakclola oleh Desa atnu badan kcrjasarna 
antar-Desa, dilaksanakan di Desa clan dilarang dikerjakan olch penvcdta 
barang/ jasa. 

C. Padat Karya Tonai Desa 
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola 

Padat Karya Tonai Desa (PKTD); 
2. Pekerja diprioriataskan bagi pengangguran, setengah penganggur. 

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin. serta 
anggota masyarakat marginal lainnya; 

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50°/o (lima puluh persen) dari 
total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola Pl{TD 

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari: 
5. pelaksanaan kegiatan Padat karya Tonai Desa(PKTD) dikelola dengan 

menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID- 
19, meliputi menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu 
pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter. dan warga Desa 
yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; 

6. jenis kegiatan Padat Karya Tonai Desa (PKTD) meliputi antara lain: 
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 

I) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan 
perkebunan; 

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk. penanaman sav uran 
dan lain-lain; dan 

3) penanarnan tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan 
perkebunan. 

b. wisata Desa 
I) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM 

Desa bersama; 
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM 

Desa bersama; dan 
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisat a. 

c. perdagangan logistik pangan 
I) pemeliharaan bangu nan pasar; 
2) BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama berperan sebagai 

aggregator untuk membeli kornoditas Desa untuk dijual kernbali ch 
pasar yang lebih luas; 

3) BUM Desa dan/atau BUM Desa bersarna rnernberikan talangan 
kepada petani dan pengusaha keci\ untuk melakukan proctuksi: 
dan 

4) tambahan penyertaan modal BUM Desa ruengunt ungkan di Desa 
d. perikanan 

I) pemasangan atau perawatan kararnba bersarna: 
2) bagi hasil budi daya ikan air tawar melalui BUM Desa dan/atau 

BUM Desa bersarna; dan 



20 

.'.l) mr-mbersrhkan Tr-mpru Pck-laugnn l kn n rr1•11 dan te-rnpat pe-nj ualn n 
ikun lamnva vang dikclola BUM Dr-sa dan/at:,u !!UM lks.i 
br-rsamn 

c pctcrnaknn 
1) membersihkan kandang ternak rmhk BUM Dc sa dan/arnu BUM 

Desa bersarna: 
2) penggemukan ternak bersama dengan sistern bag, hasil y a ng 

dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama. dan 
3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak 

dalam pemanfaatan kotoran temak untuk pupuk orgaruk, 
f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 

I) perawaian gudang mihk BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama. 
2) perawatan alat penggilingan padi rruhk BUM Desa dan/atau BUM 

Desa bersama: dan 
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui 

dana Desa. 

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui perulaian 
terhadap daftar program kegiatan pembangunan Desa untuk difoku skan 
pada upaya pemulihan ekonorni nasional, program prioritas nasional, dan 
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonaJam yang mendukung 
SDGs Desa. 
Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
adalah sebagai berikut: 
I. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada 

di Desa dipilih programfkegiatan yang paling dibutuhkan rnasyarakat 
Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk rnasyarakat Desa, 
sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata; 

2. program dan atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak 
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tonai Desa (PKTD); 

3. program danfatau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara 
swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa: 

4. program danfatau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya 
keberlanju tan manfaat bagi generasi mendatang; dan 

5. program dan atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara 
partisipatif. transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data 
masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis 
SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem lnformasi Desa (SID). 
Dalam ha! SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses 
transisi, maka dapat menggunakan data !OM yang dimiliki oleh Desa. 

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l Tahun 2020 tentang 
l{ebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistern l{euangan untuk 
Penanganan Pandem, Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) danfatau ctalam 
rangka menghadapi ancarnan yang rnernbahayakan Perekonomian Nasional 
dan atau Stabilitas Sistem Keuangan rnenjadi Undang-Undang. maka 
pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa clan atau tempat ibadah tidak 
ct,perbolehkan. 

F' Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 
1. Keterbukaan informasi pembangu nan Desa Desa 1nenginformasikan secara 

ierbuka kepacla masyarakat Desa halhal sebagai berikut: 
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H duta l)t•sn sc·1111 pr-tu pot1•11s1 <11111 aurnlx-r day:i pe-mbangunan Desa . 
h dokurnen l�P.JM l>c·sn, 
r. program pro,ek ruu suk l)c·sn, 
d. lx-sarnn anggarnu l)<'sH clan surnhrr pr-mbiavnan pc·1nhangun:1n Dr-sn. 

<Inn 
c. kcbijaknn Prioriias Penggunaan Dana Dcsa untuk pc·mullhan ckonorru 

nasional, program prioritas nasional, clan mitigasi dan pcnangnn, .. n 
bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Dcsa 

2. Musyawarah dusun kelompok 
a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Dcsa 

berdasarkan data dan informasiyang diberikan oleh Desa melalui 
berbagai forum diskusi. 

b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa 
menyelenggarakan musyawarah dusun kelompok untuk 
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program clan kegiatan yang 
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan 

d. hasil Musyawarah dusunjkelompok menjadi usulan warga dalam 
Musyawarah Desa. 

3. Musyawarah Desa 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati 
dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam 
Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman 
dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. 

BAB IV 
PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

A. Publikasi 
Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa 
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat 
Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan 
peran serta masyarakat Desa. 
Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui: 
I. baliho; 
2. papan infonnasi Desa; 
3. media elektronik; 
4. media cetak; 
5. media sosial; 
6. website Desa; 
7. selebaran (leaflet); 
8. pengeras suara di ruang publik; dan 
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

B. Pelaporan 
I. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan 

mengggunakan aplikasi sistem inforrnasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat 
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat 
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline 
dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. 
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B/\B V 
PEMBIN/\1\N 

1. Pemhinaan, pcmantauan dan cvaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 
dapat clilaksanakan dengan mcnerapkan pendekatan digital 
rnenggunakan aplikasi sistcm informasi Dcsa yang disediakan 
Kernenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2. Pemerintah Daerah rnengcndalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan 
kepada Desa. 

3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. 

4. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, clan Transmigrasi, serta Kantor Staf 
Presiden (KSP). sebagai berikut: 
I . Layanan telepon 1500040 
2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040 
3. Layanan Whatsapp 087788990040 
4. Layanan PP!D Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
5. Layanan Sosial Media : 

a. @Kemendesa (twitter); 
b. Kemendesa.1 (facebook); 
c. kemendesaPDTI (instagram); 
d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan 
e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP). 
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